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sebagai s.enerasi penerus n'iasa cleparn Bangsa cJan Negara sehinuga ria.jrb

nrenclapatkan -lanrinan kehidupan 1.ar-ig la1,ak. kesempatan untuk tr-rnrbLrh

clan berkcmbanq serta ntenclapatkan perlinclr.rrrgan clali ()r'rurs tLli-1.

kelurarga. uasvarakat clan Pemerintah Darerah agar tllilnlplt mer-rjacli

r.rtiurusia vang mandiri. bertanggr.rng .jalvab. bcrmartabat clar-r berakhlali

muliir:

Lrahrl'a petl'elenugaraan perlinclungan anak cii Kabupatcr-i Ciiarrval masih

bcrsilirt sektor:zr1 clan bcrorientasi pada kasus. clan dalarl penvelcnegaraan

perlinclungan anak merupakan kerva.jiban cian tanggrurg .jarvab

Pemerintah. Masl,arakat clan keluarga:

bahu'rt untltli Inerittiuclkan lirrukungan ) ang urelincllrnsi anak dari

tinclakat-i kckerttsan. eksploitasi. perlakuan salalt. pcnelantamn clalanr

situasi kchidurpan anak. cliperlukar-i regulasi dan lanclasan hukr,un bagi

scmlra pihak )'ang terlibat. baik bagi Pemerjntah daerah bcscrta

aparatllrn)'a. Ittaupltlt lnasYaral<at clar-r kelr-rarga untuk r-ner-r.janrin kepastian

lrukun-r:

c.



d. bahn'a berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a"

huruf b, dan huruf c. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perlindungan Anak Menurju Kabupaten Layak Anak;

Pasal 18 ayat ( 6 ) Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1 945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan l)aerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat clan Nusa 'fenggara 'fimur ( Lentbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik L.rdonesia Nomor I655);

Unclurng - Undar-rg Nomor 4 Tahr-rn 1979 tentang Kesejahteraan Anak

(Lembar:an Negara Republik Indonesia'fahun 1979 Nomor 32. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

Undirrrg - IJndang Nomor 3 Tahun 1997 I"entang Pengadilan Anah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia J.ahun 1997 Nomor 9. -l'ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668):

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr:n 1997 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahari Konvensi

ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperboiehkan Bekerja

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, fambahan

Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 3835);

Unclang _- Undang Nomor 39 f'ahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

T'ambahan Ler-nbaran Negarzr Republik Indonesia Nomor 3886);

Ljndang - Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi

ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk

- bentuk Peker.iaan Terburuk untuk Anak ( Lembaran Negara Republik

h.rdonesia Tahun 2000 Nomor 30 , f'arnbahan Lembaran Negara Repr-rblik

Indonesia Nomor 3 94 1 ):

Ljndang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia ( Lernbaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2000 Nomor 208

'l-ambahan I-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026'):

Mengingat

2.

1.

a

4.

5.

6.
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10. Undang - LJndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A2 Nomor 109,

Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1235),

sebagzrimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 'fahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Unciang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negzrra Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5606);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

Unclang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95. l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44]r9);

Unciang - Ur-rdang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (I-ernbaran

Negara Repr"rblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan

Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 5063):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalran Daerah

(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

T'ambahan Lembaran Negara Repr"rblik Indonesia Nornor 5578).

sebagairnana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahurn 2015 tentang Perubahar.r Kedua Atas Undang - lJndang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daelah (Lembaran Negara

Republik Indonesia fahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik L-rdonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Urusan l(esejahteraan

bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembararr |.legara Republik

Indonesia Nomor 33 67');
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12.
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18.

19.

20.
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24.

25.

26.

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan

Ar.rak;

Pelaturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebiiakan Partisipasi Anak dalan.r

Pembangunan;

Peraturan Menteri Negara Pember:dayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 10 'fahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anark

Belke butr-rhan Khu sus ;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota La1,ak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak

Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberda.vzran Perempuan dan Perlindunsan

Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten

/ I(ota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 14 Tal'run 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota

Layak Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pecloman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang

Perr:rbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah

Kabupaten Gianyar Tahr-rn 201;1 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

I(abupaten Gianl'ar Nomor 4):

22.

z).



Dengan Persetu.i uan B ersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERA |URAN DAITRA.IJ TENTANG PERLINDL.INGAN

ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Perzrturan Daerah ini yang dirnaksr-rd dengan :

1. Daerah aclalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gian,var.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD

adalah unit ker.ja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas

memberikan Layanan Perlindungan Anak dan mengelola anggaran.

5. I(abr-rpaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah

Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak

anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,

mas.varakat dan dunia usaha secara menyeluruh clan berkelanjutan

dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinl,a

hak anak.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

termasuk anak yang mzrsih dalam kandungan.

7. I-lak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia vang u,a.jib cli.jarlin.

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara.

8. Kew'aliban anak adalah segala sesuatll yang harus dilaksanakan oleh

an:rk.



9.

10.

Mas,varakat aclalah orang perseorangan, badan, kelompok, organisasi

sosial. dan/ atau organisasi Kemasyarakatan.

I(eluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sr"rarni

istri. atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya, atau keluarga seclarah clalam garis lurus heatas atau kebarvah

sampai dengan derajat ketiga.

Orang Tr-ra adalah ayah clan/atau ibu kandung, atau zryah dan/atau ibu

tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanny'a rnen]alankan

kekuasaan asuh sebagai orang tua.

Olganisasi sosial 1,'ang selaniutn,va disebut Orsos adalah Perkumpulan

Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum

ntaupun 1,ang ticlak berbaclan hukum. yang berfungsi sebagai sarana

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk meniamin dan

n:relindungi anak dan hak - haknya agar dapat liidup. tumbuh.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskri m inasi.

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak clalam

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum. anak clari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban

pcn-valahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zaI adiktif

lainnya ('NIAPZA), anak korban penculikan, penjualan. dan

perdagangan. anak korban kekerasan tisik dan/ atau mental. anak ,vang

menl,andang cacat, dan anak korban perlakuan salah clan peneJantaran.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik

dengan hukum clan anak korban tindak pidana.

Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan

kekuasaan keluarga orangtua .vang sah/rvalinya/orang lain )'ang

bertanggung jar,vab atas peraw-atan, pendidikan dan pembesaran anak

tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat

berdasarkan keputusan / penetapan pengadilan negeri.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.

\7.



18. Pengasuhan anak adalal"r kegiatan bimbingan. pemeliharan. pcrawatan

dan pendidikan secara berkesinambungan, pernberian bantr"ran bia.va

clan / atau lasilitasi lain, untuk meniamin tumbuh kembang secara

optirnal baik flsik. mental, spiritual. maupun sosial.

19. Ilak dan kepentingan anah adalah bagian dari hak asasi manusia 1,ang

u,aiib clijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga.

masyarakat, pemerintah dan negara.

20. Panti Sosjal Anak 1,ang selaniutn,va disingkat PSA aclalah n'adah

pembinaan dan pelayanan kese.fahteraan anak baik milik pemerintah

malrpun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan

kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

21. Rurnah I'erlindungan Sosial Anak yang selaniutn,va disingkat RPSA

adalah unit la,vanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan

perdagangan anak sebagai ianjutan clari penampungan sementara yng

berfirngsi memberikan perlindungan, pemulihan rehabilitasi, advokasi

dan rujukan.

22. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya di singkat TPA adalah lvaclalr

pembinaan dan pelayanan kese.jahteraan anak usia 0-5 tahun yang

orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta

kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk

nrenl,eJ enggarakan pelayanan kelompok bermain.

23. Bina Keluarga Balita 1'ang selaniutnya disebut BKB adalah suatu

program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang ttta

dan anggota keluarga yang lain dalam mengasuh clan membina tumbuh

kembang anak melalui kegiatan rangsangan f-rsik, mental, intelektual,

emosional, spir:itual, clan moral.

24 Kelompok bermain adalah wadah atau tempat bermain dan interaksi

anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menl'elenggirrakan

pendidikan pra sekolah bagi ar.iak usia 3 tahun sampai dengan

memasuki pendidikan clasar.

25. Pela,vanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial

yang bertu.juan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang

secara u,ajar.

26. Pela,vanan sosial bagi anak terlatar adalah pelayanan sosial bagi anak



yang orang tuanya ticlak mernpunl,ai kemampuan untuk memenuhj

l<ebutuhan anak agar tumbul-r kembang secara u,ajar.

27. Pekerja Sosial Prof'esi adalah seseorang yang bekeria, bzrik di lembaga

pemerintah maupun sr\,asta, yang memiliki kompetensi dan profesi

pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh

melalui pendidikan. pelatihan. dan atau/ pengalaman praktek pekerjaan

sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah

sosial anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penl'elenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila clar-r

berlandaskan Undang - Unclang Dasar 1945 serta prinsip - prinsip dasar

kon"'ensi hak - hak anak rneliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan terbaik untuk anak;

c. hak untuk hidurp, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan

d. penghar:gaan terhaclap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk meniamin dan meiindungi anak dan

hak-hal<r-rya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimtrl sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak mempunyai hak :

a. untuk dapat hidup. berkembang dan berpartisipasi secara rvajar sesuaj

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran dari keluarga clan pihak

lain:

b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status ker,r,arganegaraan;



d.

f.

h.

i.

o

untuk beribadah menurut agamanya dalarn birnbingan orang tuan5ra;

untuk mengetahui orang tLranya, dibesarkan. dan diasuh oleh orang

tllan.Ya:

nremperol eh pelayanan keseiratan:

nremperoleh pendidikan clan penga.iaran sesuai dengan rninat dan

bakatnya;

menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima" mencari, clan

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianl,'a

derni pengembangan dirinya sesuai dengan nilai - niiai kesusilaan dan

kcpatutan;

beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diril

memperoleh perlindungan dari penyalaheunaan dalam kegiatan

politik. pclibatan dalam persengketaan bersenjata. pelibatan clalam

kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa .yang mengandung unslrr

kekerasan" pelibatan dalarr-r peperangan! sasaran pengania.vaan.

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang ticlak manusiar,r,i dan

pelibatan anak dalam bentuk - bentuk pekerjaan terburuk; dan

rnemperoJeh hak - hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per

undang - unclangan.

Pasal 5

Setiap anak berkervaiiban untuk :

a. menghormati orang tua, n'ali, dan guru;

b. mencintai keluarga. masyarakat, dan menyayangi teman:

c. mencintai tanah air, bangsa. dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai aiaran agamanya; dan

e. n:relaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PENYELENG GARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindr-rngan Anak Bagi Anak Dalam Kandungan

j



Pasal 6

Pemerintah claerah, Orsos. masyarakat, dan keluarga berkewajiban

member:i perlindungan anak dalarn kandungan sesuai dengan ketentuan

peraturan penrndang - unclangan.

Bagian Keclua

Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga berker,va.iiban

memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

(2) Perlindungan anak sebagaimzrna dimaksud pada ayat (1) rneliputi :

a. rnendapatkan akta kelahiran yang mudah dan cepat tanpa ciipungut

bia,va:

b. memberikan ASI ekseklusif selama 6 (enam) bulan pertama dan

pen-rberian ASI selama 2 (dua) tahun:

c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar 1,ang lengkap;

d. stimulasi. deteksi dini, intervensi dini tumbr-rh kembang anak,

program pendidikan anak usia dini;

e. program anak asuh; dan

f. penyediaan tempat bernLlain dan taman penitipan anak.

(3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan rnelalui model

PSA. TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.

(4) PSA, TPA. BKB, dan kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan

pada a1,at (3) adalah yang telah mernenuhi persyaratarln),a sebagai

berikr,rt :

a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD kabupaten dan terclaftzrr

di dinas terkait;

b. rnemiliki sumber daya manusia dan sumber daya 1,ang memadai

untuk mengeloJa PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain : dan

c. rnemiliki sarana dan prasarana sesuai dengan peiioman pela-vanan

di PSA. TPA, BKB, dan kelompok bermain.



Pasal 8

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anah balita mencakup

pengasuhan clan peraw,atan, pendidil<an. bimbingan agama. bimbingan

psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kreativitas / daya cipta.

rekreasi. bermain kelompoh dan pelal,anan kesehatan.

Bagian I(etiga

Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal c)

(1) Pemerintah Daerah, Orsos. mas,varakat dan keluarga berkewajiban

memberi perlinclungan anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

(2) Perlindungan anak usia sekoiah sebagaimana dimaksud pada a,vat (1)

meliputi :

a. mendapat perhatian dan kasil-r sa),ang dari keluarga;

b. menclapat bimbingan agama I

c. mcnclapat pelal.anan pencegahan, pera\,'atan dan rehabilitasi

kesehatan:

d. mendapat pendidikan r,va.f ib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat

menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh

lingkungan yang ramah dan kondusifl

e. program beasisu'a;

f. program anzrk asuh dan bimbingan konseling; dan

g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

(3) Setiap orang atau badan u,aiib melindungi anak usia sekolah dari

tinc'lakan kekerasan, dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah. Orsos, masyarakat dan keluarga u.ajib memberi

perlindungan bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.



(1)

(2)

(2) Perlindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai

kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalr-ri

bentuk layanan Panti dan Non Panti.

(3) Bentuk pela,vanan Panti sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh PSA dan RPSA milik Pemerintah Daerah maupun

niasl,arakat.

(4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana din,aksud pada ayat (2)

c1ilaks:rnzrkan dalam Iingkungan keiuarga atau masl'arakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan RPSA sebagaimana

dimaksud pada a5rat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus

Pasal 1 I

Pemerintalr daerah. Orsos. masyarakat dan keluarga r.r,a-iib memberi

perlindungan bargi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan

hukum. anak dari keJompok minoritas dan terisolasi, anak 1'ang

diekploitasi secara ekonomi dan I al"au seksual. anak )'ang

diperdagangkan. anak ,vang menjadi korban pen,valahgunaan

narkotik, alkohol, psikotropika, dan Zat adiktif lainn,va ( NAPZA).

anak kolban penculikan. peniualan. dan perdagangan, anak korban

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyanclang cacat,

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 12

Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan clan

peniualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,

perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Untuk rnelaksanakan upaya penga\\'asan dan pencegahan terjadinya

perclagangan anak sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) I']emerintah

(1)

(2)



(3)

(1)

(2)

(3)

Daerah bersama - sama dengan hepolisian, ke.iaksaan, pengadilan,

masyarakat, dan Orsos mengambil langkah - langkah berupa :

a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun refi'esif

dalarn upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan

penghapusan perdagangan anak:

b. melaksanakan sosialisasi dan I atau kampanye tentang

pencegahan penanggulangan dan penghapusan praktek - praktck

perdagangan anak: dan

c. melaksanakan keriasama antar kabupaten / kota. provinsi

maupun clengan negara lain yang bersifat regional mauplln

internasional melalui fbrum bilateral mauplrn mr,rltilateral. 1,ang

c'lilakukan melalui pertukaran informasi, keriasama

penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang -
undangan .

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perdagangan

anak sebagaimana dimaksud pada a1,at (1).

Pasal 13

Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan kekerasan

sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) berhak memperoleh

peraw'atan dan rel-rabilitasi baik fisik. psikis malrpun sosial.

Perlindungan bagi anak korban perclagangan anak sebagain:iana

dimaksucl dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui RPSA dan /

atau lembaga perlindungan anak 1ainn1,a, melaiui rujukan dari

lembaga pemerintah maupun mas1,'arakat.

Bentuk perlindungan sosial mencakup pelal,anan sosial dasar,

Ial,anan binibingan sosial cian keterampilan. layanan kesehatan.

telapi sesuai kebutuhan. lal,anan konseling bantuan hukum, kegiatan

rekreatif edukatil, ru.f ukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal l4

Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat, keluarga dan orang tua n'ajib

melindungi anak korban tindak kekerasan.

Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara

(1)

(2)



terpadu oleh pemerintah ciaerah, kepolisian. masyarakat dan Orsos

1,ang dillujucikan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana ciimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis

maupun sosial yang diselenggalakan oleh n,adah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal lzl ayat (2)

(2) Bentuk perlinclungan sosial bagi anak korbzrn tindak kekerasan yaitr-r

pelal,anzrn sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan

kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif

edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak korban tindak kekerasan.

(3) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan

kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 a_vat

( 1).

Pasal 16

(1) Pemerintah claerah, Orsos, masyarakat. keluarga dan orang tua u,a-iib

rnelindungi nnak dalam situasi darurat.

(2) Perlindungan anak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa

pemenuhan kebr,rtuhar-r dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar,

pendidikan, bimbingan agarra, pela,vanan kesehatan. honseling

psikolog. bantrian hukum, kegiatan rekreatif dan edukatil.

Pasal 17

(1) Perlindungan khr:sus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi anak 1''ang

berhadapan dengan hukum clan anah korban tindak pidana,

merupakan keu'ajiban dan tanggung .iawab pemerintah daerah,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua. keluarga, clan

masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dcngan htikr-rm

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. pcrlakuan atas anak secara manusiaw-i sesuai dengan martabat dan

hak -hak anak:



b. penyediaan petugas pendarnping khusus anak se.|ak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus:

cl. peniatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi

anak:

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan

anak,vang berhadapan dengan hukum:

f. pemberian .jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga: dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan

untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindr"rngan khusus bagi anak yang meniadi korban tindak piclana

sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. upaya rehabilitasi baik dalam lernbaga maupun di luar lembagti;

b. upaya perllndungan dari pemberitaan identitas melalui media

massa dan untuk menghinclari labelisasi;

c. pemberian .iamjnan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahii

baik llsik. mental, maupun sosial; dan

d. pemberiar-r pelayanan infbrmasi mengenai perkembangan

pen1,'elesaian kasus.

Pasal I 8

( 1) Perlindnngan khusus bagi anak yang diekploitasi secara ekonomi cian

/ atau seksual sebagaimar-ra dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

merupakan keu,a.jiban dan tanggung jarvab pemerintah daerah, orang

tua dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang diekploitasi sebag:rimana

dimaksucl pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perunciang-

unc'langan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c" pelibatan instansi pemerintah, perusahaan. serikat pekerja. ormas.

dan mas.varakat dalam penghapusan eksploitasi terhaclap anak.

(3) Setiap orang atau badan dilarang nrelakr-rkan ekploitzrsi ekonomi dan /

atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(1)

(2)

(1)

Pasal 19

Perlindungan anak clari kelonrpok minoritas clan terisolasi

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ay-at (2) dilakukan melalui

penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati buda,vanya

sendiri, mengakui dan melaksanakan a.iaran agamanya sendiri dan

menggunakan bahasanya sendiri.

Setiap orang atau badan dilarang menghalangi anak untuk melakukan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengabaikan

akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 20

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkotika. alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya ( NAPZA) sebagaimana dirnasud dalan-r Pasal 11 ayat (2) dan

terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya dilakukan

rnelalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi

oleh pemerintah dan masl.arakat.

Setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja menentpatkan.

membiarkan, melibatkan. dan menyuruh anak dalam

pen,valahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana

climaksucl dalam Pasal 11 a,vat (2) dilakukan melalui upaya:

a. perlahuan anak secara manusiaw,i sesuai dengan hak anak dan

martabatnya:

b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk

mencapai integritas sosial sepenuhnya dan pengembangan

individu.

(2) Setiap orang atau badan dilarang memperlakukan anak dengan

rnengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk

labelisasi dan peny'etaraan dalam pendidikan bagi anak anak 1,ang

menl'andang cacat.

(2)

(1)



Pasal22

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana

dimaksuci dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penga\\,asan.

perau,atan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan, membiarkan.

melibatkan. atau menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah

sebagaimana climaksucl pada ayat (1).

Bagian Keenam

Perwalian

Pasal 23

( 1 ) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukurn

atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka setiap

orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk menjadi

Wali dari anak,vang bersangkutan.

(2) LJntuk menjadi Wali sebagaimana clirnaksud pada a1,at (1) dilakukan

melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang dituniuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut

anal<.

(:1) LJntuk kepentingan anak, Wali waiib mengelola harta milik anak yang

bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai s_varat dan tata cara penunjukan \Vali

cliatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Wali sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 23 a,vat (1) dapat mervakili anak

untuk melakukarr perbuatan hukum. baik di dalam maupun di luar

Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 25

( 1) Dalam hal anak belum dapat penetapan pengadilan rnengenai Wali.

maka harta kekayaan anak harus dapat diurus oleh Balai Harta

Peninggalan atau I.embaga lain yang mempunyai kewenangan untuk

itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksr,rd



pada a,vat (1) bertindak sebagai Wali pengau,as untuk mewakili

hepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan a1,at (2)

harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Wali yang ditunjuh ternyata dikemudian hari tidak cakap

melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasannya

sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang

lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal Wali menir-rggal dunia, dituniuk orang lain sebagai Wali

rlelalui penetapan pengadilan.

Bagian Ketr-r.fuh

Pengangkatan Anak

Pasal2l

( 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan ,vang

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasar:kan adat kebiasaan setempat

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak

yang diangkat dengan orang tua kandungny,a.

(3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama 1,ang dianut

oleh czrlon anak angktrt.

(4) Pengangkatan anak oleh r,varga negala asing hanya dapat dilakukan

sebagai upaya ter:akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak

disesuaikan degan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 28

(1) Orang tua angkat najib rnemberitahukan kepada anak angkatn-va

mengenai asal usul orang tua kandungnya.

(2) Pernberitahuan asal usul orang tua kandung dilakukan dengan

memperhatikan kesiapan mental anak.



BAB V

I(EWA.IIBAN DAN TANGTNG .IAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pemer:intah Daerah. Orsos, masyarakat, keluarga, orang tua clan iembaga

perlindungan anak berker,va.jiban dan bertanggung .iar,vab terhadap

penl,elenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

I(eu,ajiban dan Tanggung Janab Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pemerintah Daerah berker.va.f iban dan bertanggung jarvab untuk :

1. menghormati clan meniamjn hak asasi setiap anak tanpa membedakan

suku. agama, ras" golongan, jenis kelamin, etnik, buda,va dan bahasa.

status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi frsik dan mental anak;

2. menjarnin perlinc'lungan, pemeliharaan dan kese.f ahteraan anak dengan

memperhatikan hak anak. kewa.jiban orang tua, n'ali. atau orang lain

yang secara hukum bertanggllng.iarvab terhadap anak:

3. nrengawali penyelenggaraan perlindungan anak;

4. menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan

pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasann,va; dan

5. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyeJenggalaan

perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jaw'ab Masyarakat

Pasal 3 I

(1) I(elajiban dan tanggung .iau,ab masyarakat terhadap perlindungan

arnak clilaksanakan melalr"ri kegizrtan peran masyarakat dalam

penye lenggaraan perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan mencegah/mengurangi resiko, rnemberikan

infon-nasi dan/atau melaporkan setiap tindak kekerasan terhadap anak

kepada pihak y,ang berwenang.



Bagian l(eempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 32

:1) Orang tua berker,vajiban dan bertanggung.iau,ab untuk :

a. melindungi. rnengasuh, memelihara dan mendidik anak;

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat

dan mjnatnl,a; dan

c. merlcegah ter.jadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,

atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kelvajiban dan

tanggung .iarvabnya. maka ker,va.iiban dan tanggung .jaw.ab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga,

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB VI

KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 33

(1) Pcrnenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu, sisten'ratis. dan

berkelaniutan dari segala sektor rnelalui pengembangan KLA.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana

dimaksud pada a,vat (l) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Kebiiakan pengembangan KLA memuat tentang :

a. konsep KLA;

b. hak anak; clan

c. pendekatan pengembangan KLA.

(2) Konsep KLA sebagaimana dimaksud pada a1,at (1) huruf (a) meliputi:

a. pengertian:

b. tu.juan:

c. stratcgi pencapain: dan

d. peran aktif para pihak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendekatan pengembangan KLA



l1)

:2)

sebagairnana dimaksr"rcl pada ayat ( 1) huruf c, dan ayat (2) diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN. DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Bupati berwenang untuk melakukan pengendalian, pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pelaksanaan pengendalian. pembinaan dan pengar.vasan sebagaimana

dirnaksuc'l pada a,vat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Setiap o.rang yang melakukan kekerasan. eksploitasi perlakuan salah dan

penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana Bia,va pelaksanaan

perlindungan anak dalam rangka mer,r,ujudkan KLA, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETI]NTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal

10 (1), Pasal I 1 (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 74 ayat (i), Pasal 15 ayat

(3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayal (1), Pasal 18 a1,'at (1) dan ayat (3),

Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 AyaI (2), Pasal 23 ayat

(rl), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diancam dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000.-

Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

(t)

(2)



BAB X

KI]IENTLTAN PI]NU]'UP

Pasai 38

I)eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rncngetahuinya. memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya clalam Lembaran Daeralt

Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal I .Tuni 2015

BUPATI GIANYAR.

Diundangkan di Gian-var

pada tanggal 1 .Iuni 2015

SLlKRI:TARIS DAI]I{AII KABI,IPATEN GIANYAR.

4t/vv\tw,

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBAR\N DAERAH KABUPAT']-]N

NOMOR 1

NOREG P]]RA]'L]RAN DA]]RAII

PROVINSI BAI-I : (1/2015)

f"a" 
.DEAG,NGBHARATAI

GIANYAR TAHLIN 2015

KABUPATEN GIANYAR



PENJEI-ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAI] KAB UPATE.N GIANYAR

NOMOR 1 TAHTIN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

MENIJJU KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah clan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 1.ang

dalam c'liriya melekat harkat dan marlabat sebagai manusia seutuhn-ya.

Demikian.iuga anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa

yzing memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

diharapkan dapat menf amin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di

masa depan. Mengingat posisi dan harapan pada anak sebagai potensi clan

masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian mendalam

clarj semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara u,ajar

dan se.iahtera serta terhindar dari per1akuan clan tindakan yang salah.

kekerasan, diskrin-rinasi yang akan merusak perkembangan anak baik

fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk itu perlu mendapat kesempatan seluas-luasn,va untuk dapat

turnbuh dan belkembang secara optimal. baik sc:cara frsik. mental. sosial

dan akhlak ,vang mulia. Sedangkan kenyataan,va di Kabupaten Gian,var

masih terdapat banl,ak anak yang belum terjamin haknya dan terlindung

dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban

perclagangan anak, pekerja anak pada industri dan anak yang dilacurknn,

terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan ),ang

memadai, perhatian kesehatannya serta pembangunan kreatifltas dan

kebahagiaan pada usia anak seperti : anak korban tindak kekerasan, anak

terlantar, anak .ialanan, anak korban seksual, anak korban traficking



(perdagangan anak), dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak telah diatur kewajiban dan tanggung jawab

perlindungan anak, serta sanksi hukum terhadap pelaku-pelaku maupun

pihak yang merusak dan meftlmpas hak-hak anak. Melihat kompleksitas

permasalahan anak khususnya di Kabupaten Gianyar perlu lebih

dipertegas agar semua pihak mernberikan perhatian yang serius terhadap

masa depan anak. Masa depan Gianyar bukan hanya terletak pada jumlah

generasi yang banyak akan tetapi terletak pada kualitas sumber daya

manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif. Untuk mewujudkan hal

tersebut di atas maka sebagai upaya tanggung jawab bersama

terintergrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan

masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten Layak

Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal T

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9

Cukup.jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup.ielas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup.jelas

A1,'at (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah dalam

penanganan perdagangan anak meliputi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, meliputi Dinas Sosial. Dinas Tenaga

Ker.ja dan Transmigrasi, Kepolisian, Dinas I(esehatan,

Bagian Hukum dan Iiam dan instansi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup.jeJas

Pasal 14

Cukup.jelas

Pasal 1 5

Cukup.ielas

Pasal 16

Cukup.ielas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud clengan kelompok minoritas dan

terisolasi adalah kelompok sosial budaya yang bersifat

lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat

dalam .jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi

rnauplur politik.



Ayat (2)

Cukup.jelas

Pasal 20

Cukup.ielas

Pasal 2 1

Cukup.f elas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup.jelas

Pasal 24

Cukup.jelas

Pasal 25

Cukup.ielas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal2T

Cukup ielas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup.jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 3 1

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup.ielas



Pasal 37

Cukup.jelas

Paszrl 3 8

Cukup.ielas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1.


